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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pelabuhan.
Tanjung Priok. Rencana Induk.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PM 38 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan, telah ditetapkan Rencana Induk
Pelabuhan Tanjung Priok dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2011;

bahwa kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dinilai
tidak mampu lagi menampung pertumbangan arus
barang, sehingga akan menimbulkan kongesti yang
dapat menyebabkan gangguan terhadap
perekonomian nasional akibat  terhambatnya
kelancaran arus barang;

bahwa untuk mencegah terhambatnya kelancaran
arus barang sebagaimana dimaksud dalah huruf b di
atas, pembangunan Terminal Kalibaru yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pelabuhan Tanjung Priok dinilai mendesak untuk
dilaksanakan;

bahwa Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 42 Tahun 2011 belum menampung
rencana pembangunan Terminal Kalibaru sehingga
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Mengingat

perlu dilakukan penyusunan kembali Rencana Induk
Pelabuhan Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5109);

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Pantura
Dan Teluk Jakarta;
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11.

12.

13.

Memperhatikan : 1.
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Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Penugasan Kepada PT. Pelabuhan Indonesia II
(Persero) Untuk Membangun dan Mengoperasikan
Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut;

Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Khusus Ibukota jakarta;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Ibukota Bekasi dan Daerah Sekitarnya (Koridor Timur
dan Barat);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000
tentang Rencana tata Ruang wilayah Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK.
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